
 
 

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 
 
 

 PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG 
 

NOMOR  6  TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYIMPANAN BAHAN 

BAKAR MINYAK ( BBM ) 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PANGKALPINANG, 
 

Menimbang   : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
29 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota 
Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin 
Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM), maka semua aturan 
hukum yang mengatur masalah dimaksud harus dicabut dan 
tidak dapat diberlakukan lagi; 
 

 b. bahwa  Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 
2005 tentang Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak 
(BBM) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi,  perlu dilakukan pencabutan; 
 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota 
Pangkalpinang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota 
Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi 
Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM); 
 

  Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1`956 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam 
lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 
 



   
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 
 

 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4152); 
 

 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
  

 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

 6. 
 
 
 
 
7. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);   
  
Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 
 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
 



 
 12. 

 
 
 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 
 

 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 
tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang 
Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi  Izin Penyimpanan 
Bahan Bakar Minyak (BBM); 
 

 14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03);  
 

 15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang ( Lembaran 
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D 
Nomor 01); 
 

 16. Peraturan Daerah Kota pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang  Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota 
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 
2010 Nomor 5) ; 
 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG 
 

dan 
 

WALIKOTA PANGKALPINANG 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PENCABUTAN   
PERATURAN      DAERAH KOTA PANGKALPINANG 
NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN 
PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM). 
 

 
 
 

Pasal 1 
 
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin 
Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM)  (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 
2005 Nomor 10, Seri B Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Pasal 2 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota pangkalpinang. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di Pangkalpinang 
pada tanggal   29 Maret   2010 
 
WALIKOTA PANGKALPINANG, 
 
 
 
 
        H. ZULKARNAIN KARIM 

 
 
Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal   30 Maret   2010 
 
SEKRETARIS DAERAH 
 KOTA PANGKALPINANG, 
 
 
 
   H. HARDI 
 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR  14 
 
 


